BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban, ketika
hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan aturannya maka tidak ada
masalah yang terjadi, tetapi apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dapat
berjalan sesuai dengan aturannya, maka akan terjadi permasalahan antara kedua
belah pihak.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila
kepada subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang
diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak,
sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya
tidak ada kewajiban tanpa hak.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu
mencerminkan adanya yang lain. Kita mengatakan, bahwa si A mempunyai suatu
kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada
orang tertentu, yaitu si B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan
kepada B itu. A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya
kewajiban pada B itulah, A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa kekuasaan yang
bisa diterapkannya terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan

kewajibannya itu.”

'Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1999), h. 41
“Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54



Berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap jual beli rumah tentunya
perlu penerapan perlindungan konsumen terhadap pembeli dari hal-hal yang dapat
merugikan konsumen atau pembeli tersebut, karena bisa saja pembeli
mendapatkan barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang sudah
disepakati dengan penjual.

Termasuk kesepakatan penyerahan hak atas bangunan rumah, antara
pemilik (nasabah Bank Riau) dengan pembeli (nhasabah Bank Mandiri) yang
dilakukan secara take over antara kedua bank tersebut, bahwa pihak pertama
selaku pemilik rumah (nasabah Bank Riau) tidak mampu lagi melanjutkan
kreditnya, dan menyerahkan kepada pihak ketiga (pembeli) untuk melanjutkan
kredit atas rumah tersebut dengan cara take over dari Bank Riau kepada Bank
Mandiri, dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Sebagaimana yang telah terjadi pada peralihan pembayaran kredit rumah
antara “JAS” selaku debitur pertama (nasabah Bank Riau) dengan “ANA” selaku
debitur baru (nasabah Bank Mandiri) yang melakukan pembayaran pada kreditur
lama (Bank Riau) kepada kreditur baru (Bank Mandiri) dengan cara take over atas
permintaan atau permohonan yang diajukan oleh debitur baru (ANA) atas
peralihan hak atas bangunan rumabh tersebut. Dari permohonan tersebut, maka hak
atas rumah tersebut beralih dari nasabah lama (JAS) kepada nasabah baru (ANA)
sampal masa kredit tersebut selesai pada Bank Mandiri. Di sini terlihat bahwa
sudah terjadi peralihan hak atas bangunan rumah tersebut dari nasabah lama

(nasabah Bank Riau) kepada nasabah yang baru (nasabah Bank Mandiri).



Permasalahan yang dapat terjadi terhadap peralihan hak atas bangunan
rumah secara take over tersebut adalah, bahwa nasabah baru (ANA/nasabah Bank
Mandiri) harus membayar penalti sebesar 1 (satu) bulan angsuran, kemudian
ditambah dengan pembayaran bunga yang lebih besar daripada sebelumnya, yakni
dari 8,9% (Bank Riau) menjadi 13,25% (Bank Mandiri).

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa semua biaya yang timbul karena
take over tersebut seharusnya dibayar oleh penjual, namun dalam kenyataanya
semua beban biaya tersebut dibayar oleh si pembeli. Demikian juga halnya
dengan suku bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya dari 8,9% menjadi 13,25%.
Hal ini jelas merugikan bagi pihak pembeli yang baru (ANA/Nasabah Bank
Mandiri).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi hak konsumen adalah
sebagai berikut :

1. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.



5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Dalam Undang-Undang ini yang menjadi pokok permasalahan dalam
penelitian ini terdapat pada Pasal 4 angka 5 yaitu Hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun
pada kenyataannya dilapangan berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti
berdasarkan awal wawancara dengan saudari “ANA” selaku penerima peralihan
peralihan Hak di Perumahan Cahaya Mata Bumi dari Saudara “JAS” pemilik
pertama yang melalui Take Over dari Bank Riau Kepri kepada Bank Mandiri,
ternyata bangunan tersebut mengalami kerusakan karena tidak sesuai dengan
spesifikasinya, seperti atapnya yang bocor, lantainya yang rusak serta saluran
pembuangan yang tersumbat, namun si penerima peralihan hak (Take Over)
tersebut tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian kerugian yang
dialaminya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas perlu dilakukan
penelitian agar konsumen tidak lagi mengalami banyak kerugian.yang dialami
oleh konsumen tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian
yang di kembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS BANGUNAN
RUMAH SECARA TAKE OVER DI PERUMAHAN CAHAYA MATA

BUMI PEKANBARU”.



B. Batasan Masalah

Untuk terarahnya penelitian ini penulis membatasi pada permasalahan
yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap pihak yang menerima
peralihan hak atas bangunan rumah secara take over yang tidak sesuai dengan
spesifikasi, biaya-biaya peralihan hak, serta kerugian yang timbul dari peralihan

hak tersebut yang dialami oleh si penerima peralihan hak.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peralihan hak atas bangunan
rumah secara take over yang tidak sesuai dengan spesifikasi di perumahan
Cahaya Mata Bumi Pekanbaru?

2. Bagaimana cara peralihan hak atas bagunan rumah secara take over di

perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peralihan hak atas
bangunan rumah secara take over yang tidak sesuai dengan spesifikasi

di Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru.



b. Untuk mengetahui cara peralihan hak atas bangunan rumah secara take

over di Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis,
terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan perlindungan
konsumen terhadap peralihan hak atas bangunan rumah secara take
over di Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru.

c. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian

mengenai permasahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris
yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan
dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.
Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan
konsumen terhadap peralihan hak atas bangunan rumah secara take over yang

tidak sesuai dengan spesifikasi di Perumahan Cahaya Bumi Pekanbaru.

¥ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal.52



Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,* artinya
memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan konsumen terhadap
peralihan hak atas bangunan rumah secara take over di Perumahan Cahaya
Bumi Pekanbaru.
. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian
ini pada Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru, yang berlokasi di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi
penelitian ini adalah, bahwa masih ada peralihan atas bangunan rumah secara
take over, tentunya perlu dilihat perlindungan konsumen dalam proses take
over tersebut, terutama yang berhubungan dengan biaya-biaya yang
dikeluarkan dan suku bunga yang dibebankan kepada penerima peralihan hak
tersebut.
.-Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik, penerima peralihan, dan
pihak bank. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
perlindungan konsumen terhadap peralihan hak atas bagunan rumah secara take

over di Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru.

% Ibid, h.50



4. Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat
lokasi penelitian,” dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak
yang berhubungan dengan peralihan hak atas bangunan rumah secara take
over di Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru.

b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka,
yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan dan sebagainya,® yang berhubungan dengan masalah
dalam penelitian ini.

c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua
bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan
topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel
Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang,
benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.’

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang

ada.? Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik rumah 1 orang, penerima

peralihan hak sebanyak 1 orang, Bagian Kredit pada Bank Riau 2 orang dan

Bagian Kredit pada Bank Mandiri 2 orang. Oleh karena populasi jumlahnya

*Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

®Ibid, h.30

"Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007), h.118

®Ibid, h.119



relatif sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam

penelitian ini dengan metode total sampling.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

(N) JENIS POPULASI | POPULASI | SAMPEL | PERSENTASE | KETERANGAN
1 |Pemilik Rumah 1 1 100% Total Sampling
2 |Penerima Peralihan 1 1 100% Total Sampling
3 |Pihak Bank Riau 4 2 50% Total Sampling
4 | Pihak Bank Mandiri 4 2 50% Total Sampling

JUMLAH 10 6 60% Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2017

6. Metode Pengumpulan Data

adalah sebagai berikut:

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.’ Dalam

hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk

mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu

pemilik rumah dan penerima peralihan hak, serta bagian kredit pada Bank

Riau dan Bank Mandiri.

Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-llmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), h.106
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c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku,
jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti.*

7. Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis
maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap
yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara
deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai perlindungan konsumen
terhadap peralihan hak atas bangunan rumah secara take over di Perumahan

Cahaya Mata Bumi Pekanbaru, serta menganalisa data tersebut yang kemudian

diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang

bersifat khusus.*!

F. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam
penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,
2011), h.53

Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1984), h.252
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GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Kecamatan Tampan,
gambaran Perumahan Cahaya Mata Bumi, dan struktur organisasi
perusahaan.

TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri
dari pengertian perlindungan konsumen, peralihan hak, macam-
macam peralihan hak, asas-asas perjanjian, dan jual beli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari
perlindungan konsumen terhadap peralihan hak atas bangunan
rumah secara take over yang tidak sesuai dengan spesifikasi di
Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru, serta cara peralihan hak
atas bangunan rumah secara take over di Perumahan Cahaya Mata
Bumi Pekanbaru.

PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab
kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga
berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk

perkembangan hukum kuhususnya hukum bisnis.

DAFTAR PUSTAKA.



